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Abstract The purpose of writing this article is to find out the policy for strengthening Islamic boarding schools 

with the mu'ilah program. This research uses a type of library research. Library research is research carried out 

by reviewing various journals and related reference books. The results of his research show that the 

implementation of Mu'ilah is an effort to advance and equalize Islamic boarding school education and can also 

be used to improve the quality of Islamic boarding schools. The Mu'ilah (equalization) curriculum is applied to 

Salaf or modern Islamic boarding schools with certain criteria and requirements. The curriculum of salaf Islamic 

boarding schools that obtain Mu'ilah or equalization is the yellow book curriculum plus the general education 

curriculum which includes the general education curriculum as referred to in paragraph (1) (article 10 paragraph 

3 PMA no. 18 of 2014) containing at least: a) education citizenship (al-tarbiyah al-wathaniyah); b) Indonesian 

(al-lughah al-indunisiyah); c) mathematics (al-ri.yadhiyat); and d) Natural sciences (al-ulum al-thabi'iyah). The 

mu'ada curriculum regulations are contained in the Islamic Boarding School Law no. 18 of 2019 concerning 

Islamic Boarding Schools. The Mudalam education curriculum standards listed in PMA Number 31 of 2020 

concerning Islamic boarding school education CHAPTER III Mudalam Education include: curriculum, educators 

and education staff, assessment and graduation, facilities and infrastructure. If it is related to the National 

Education Standards listed in the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 57 of 2021 Article 

3 concerning National Education Standards, namely with 8 standards, then Islamic boarding schools only apply 

5 standards, namely: (1) Content Standards; (2) Process Standards; (3) Standards for Educators and Education 

Personnel; (4) Graduate Competency Standards;  and (5) Facilities and Infrastructure Standards. 
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Abstrak Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui kebijakan penguatan pesantren dengan program 

mu’adalah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan sebagai suatu 

penelitian yang dilaksanakan dengan mereview dari berbaga jurnal dan buku-buku referensi terkait. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa   Penerapan Mu’adalah merupakan salah satu usaha untuk memajukan dan 

menyetarakan Pendidikan pesantren dan juga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas atau mutu pesantren. 

Kurikulum Mu’adalah (penyetaraan) diberlakukan pada pondok-pondok salaf ataupun modern dengan kreteria 

dan persyaratan tertentu. Kurikulum pondok pesantren salaf yang memperoleh Mu’adalah atau penyetaraan 

adalah kurikulum kitab kuning ditambah kurikulum pendidikan umum yang meliputi Kurikulum pendidikan 

umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (pasal 10 ayat 3 PMA no. 18 tahun 2014) memuat paling sedikit:  a) 

pendidikan kewarganegaraan (al-tarbiyah al-wathaniyah); b) bahasa Indonesia (al-lughah al-indunisiyah); c) 

matematika (al-ri.yadhiyat); dan d) Ilmu pengetahuan alam (al-ulum al-thabi'iyah). Peraturan kurikulum 

mu’adalah telah tertuang didalam UU Pesantren No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Standar kurikulum 

pendidikan muadalah yang tercantum PMA Nomor 31 Tahun 2020 tentang pendidikan pesantren BAB III 

Pendidikan Muadalah diantaranya: kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, penilaian dan kelulusan, sarana 

dan prasarana. Jika dikaitkan dengan Standar Pendidikan Nasional yang tercantum didalam Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Pasal 3 Tentang Standar Nasional Pendidikan yaitu dengan 8 standar, 

maka pesantren muadalah hanya menerapkan 5 standar    yaitu : (1) Standar Isi; (2) Standar Proses; (3) Standar 

Tenaga Pendidik dan Kependidikan; (4) Standar Kompetensi Lulusan;  dan (5) Standar Sarana dan Prasarana. 

 

Kata Kunci :  Kebijakan Penguatan Pesantren, Program Mu’adalah , Pesantren 

 

PENDAHULUAN   

 Pesantren merupakan bagian dari pendidikan nasional yang telah ada jauh sebelum 

kemerdekaan dan bahkan merupakan lembaga pendidikan yang memiliki kekhasan, keaslian 

(indigeneous), dan keindonesiaan. Oleh karenanya pesantren  merupakan lembaga pendidikan 

Islam tertua yang memberikan banyak kontribusi bagi pertumbuhan dan perkembangan Islam 
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Nusantara dan sekaligus pemantik pertumbuhan lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya di 

Indonesia.  

Pertumbuhan dan perkembangan pesantren tersebut merupakan wujud proses wajar 

perkembangan sistem pendidikan nasional yang terus bersinggungan, berdialog, dan 

berintegrasi dengan perubahan, budaya dan pengalaman sosiologis masyarakat di sekitar 

lingkungannya. Akar kultural inilah yang menjadi potensi dasar 

yang telah menjadikan pesantren dapat bertahan, dan sangat diharapkan masyarakat 

dan pemerintah hingga saat ini.  

Keberadaan pesantren hingga saat ini memang tidak dapat lepas dari pengalaman dan 

perjalanan sejarah yang panjang. Bahkan tidak jarang pesantren mengalami ”diskriminasi” atau 

”peminggiran” kebijakan yang sangat merugikan. Pada masa pertengahan Orde Baru, 

pemerintah memberikan kebijakan melalui PP Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar 

Sekolah yang memasukkan lembaga pendidikan pesantren bukan lembaga pendidikan formal 

yang setara dengan lembaga pendidikan formal yang ada. Pesantren hanya diakui sebagai 

lembaga pendidikan non formal yang masuk pada kategori jenis pendidikan luar sekolah yang 

terdiri atas pendidikan umum, keagamaan, pendidikan jabatan, pendidikan kedinasan dan 

pendidikan kejuruan. Hal ini disebabkan karena pemerintah menganggap proses pendidikan di 

pesantren belum memenuhi standar yang telah ditetapkan, didominasi oleh muatan agama, 

menggunakan kurikulum yang belum standar, memiliki struktur yang tidak seragam, tidak 

memiliki system jaminan mutu (Quality Assurance) dan menggunakan manajemen yang tidak 

dapat di kontrol oleh pemerintah. 

Berkat perjuangan para ulama dan tokoh-tokoh muslim, terutama yang duduk di 

jajaran birokrasi, pesantren mulai mendapat pengakuan dari pemerintah dengan adanya 

kebijakan mu’adalah. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam mengeluarkan Surat 

Keputusan Nomor: E.IV/PP.032/KEP/80/98 tanggal 9 Desember 1998 yang berisi pernyataan 

pengakuan kesetaraan kepada lulusan Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo. 

Kemudian disusul dengan pengakuan kesetaraan kepada pesantren tersebut dari Menteri 

Pendidikan Nasional dengan terbitnya SK Nomor 106/0/2000 tanggal 29 Juni 2000. Dua tahun 

berikutnya Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 

Dj.II/PPO1.I/AZ/9/02 tanggal 26 Nopember 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian 

Status Kesetaraan Pendidikan Pondok Pesantren dengan Madrasah Aliyah. Setelah terbit 

Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, akhirnya 

pesantren secara resmi berhasil masuk menjadi subsistem  pendidikan nasional. Kemudian 

diperkuat dengan Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas 
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Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, dan 

Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, lalu 

ditetapkan juga melalui Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 13 tahun 2014 

Tentang Pendidikan Keagama Islam dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 18 

tahun 2014 Tentang Satuan Pendidikan Mu’adalah Pada Pondok Pesantren, maka pendidikan 

di pondok pesantren sudah mendapatkan pengakuan yang jelas, dan memperoleh fasilitas yang 

sama seperti institusi-institusi pendidikan lainnya manakala mengikuti regulasi-regulasi yang 

telah ditetapkan pemerintah. 

  

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan 

sebagai suatu penelitian yang dilaksanakan dengan mereview dari berbaga jurnal dan buku-

buku referensi terkait, yang pada akhirnya dapat dianalisis dan disimpulkan dari berbagai 

sumber yang didapatkan oleh peneliti tersebut. Pendekatan penelitiannya adalah penelitian 

kualitatif yang dilakukan dengan berorientasi pada gejala alamiah yang terjadi dan penelitian 

ini tidak dilakukan di laboratorium. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif dimana 

peneliti mengumpulkan kata-kata bukan berupa serangkaian angka untuk penelitian ini yang 

pada intinya kata-kata tersebut bisa memberikan gambaran atau menyajikan permasalahan dan 

pemecahan masalah yang ada. Analisis data yang digunakan adalah dengan menganalisis isi, 

dimana dalam analisis lebih mengedepankan pada menguraikan isi dari berbagai proposisi yang 

telah ada yang terlahir dari berbagai teori dan analisis sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti 

lain.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Secara etimologi, kata mu’adalah berasal dari bahasa Arab “adala”, “yu’ adilu”, 

“mu’adalatan” yang berarti persamaan atau kesetaraan. Sedangkan secara terminologi, 

pengertian mu’adalah adalah suatu proses penyetaraan antara institusi pendidikan baik 

pendidikan di pondok pesantren maupun di luar pesantren, dengan menggunakan kriteria baku 

dan kualitas yang telah ditetapkan secara adil dan terbuka. Hasil proses penyetaraan tersebut 

dapat dijadikan dasar dalam meningkatkan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan di 

pesantren. 

Hal itu sejalan dengan makna yang terkandung dalam Undang-undang Sistem 

Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 26 ayat 6 yang menyatakan bahwa hasil 

pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah 
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melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau 

pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. 

Tujuan mu’adalah pendidikan pondok pesantren dengan Madrasah Aliyah dan SMA 

atau yang sederajat adalah (1) untuk memberikan pengakuan (recognition) terhadap sistem 

pendidikan yang ada di pondok pesantren sebagaimana tuntutan perundangundangan yang 

berlaku. (2) untuk memperoleh gambaran kinerja Pondok Pesantren yang akan di-mu’adalah-

kan atau disetarakan dan selanjutnya  ipergunakan dalam pembinaan, pengembangan dan 

peningkatan mutu serta tata kelola pendidikan pesantren. Dan (3) untuk menentukan pemberian 

fasilitasi terhadap suatu Pondok Pesantren dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan 

yang setara/mu’adalah dengan sekolah formal pada umumnya. 

Pondok Pesanren yang mengajukan penyetaraan atau mu’adalah akan dilakukan 

evaluasi dan diverifikasi yang meliputi 5 hal yaitu kurikulum/PBM, tenaga kependidikan, 

peserta didik, manajemen, pengelolaan dan sarana prasarana. Setiap komponen memiliki 

beberapa sub-komponen yang diajukan dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan. Jumlah 

pertanyaan atau pernyataan sebanyak 128  item terdiri dari: 

No Komponen 

Mu’adalah 

Jml 

Item 

Bobot 

Nilai 

 

Per-Item 

Skor 

Nilai 

Jml Maks 

Per- 

 

Komponen 

1 Kurikulum 30 5 5 75

0 
2 Tenaga 

 

Kependidikan 

24 4 5 48

0 
3 Peserta Didik 35 3 5 52

5 
4 Manajemen 

 

Pengelolaan 

18 2 5 18

0 
5 Sarana Prasarana 21 1 5 10

5 
Total 128  2040 

Secara historis, penyetaraan/muadalah pada pendidikan pondok pesantren bermula 

dari pengakuan Dirjen Kelembagaan Pendidikan Islam yang telah mengeluarkan kebijakan 

dalam bentuk pengakuan kesetaraan (muadalah) dengan lulusan  Madrasah  Aliyah,   yakni  

dengan  terbitnya  SK  Nomor:  E.  IV/PP.032/ KEP/80/98 tanggal 9 Desember 1998 yang 

berisi pernyataan pengakuan kesetaraan kepada lulusan Pondok Modern Darussalam Gontor 

Ponorogo. Kemudian disusul dengan pengakuan kesetaraan kepada pesantren tersebut dari 

Menteri Pendidikan Nasional dengan terbitnya SK nomor 106/0/2000 tanggal 29 Juni 2000.
 

Dua tahun berikutnya  Direktur  Jenderal  Kelembagaan  Agama  Islam  mengeluarkan  Surat 

Edaran Nomor: Dj.II/PPO1.I/AZ/9/02 tanggal 26 Nopember 2002 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pemberian Status Kesetaraan Pendidikan Pondok Pesantren dengan Madrasah 

Aliyah. Setelah terbit Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, akhirnya pesantren secara resmi berhasil masuk menjadi sub sistem pendidikan 

nasional. Kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang 
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Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan 

Keagamaan. 

Setelah melalui perjalanan dan perjuangan yang panjang oleh para ulama pondok  

pesantren  di  Indonesia,  status  pengakuan  kesetaraan  (muadalah)  pada pondok pesantren 

kini mendapatkan legalitas dan payung hukum yang jelas dengan terbitnya Peraturan Menteri 

Agama RI Nomor 13 tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan Peraturan Meteri Agama RI 

Nomor 18 tentang Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren. Selanjutnya pada 

tahun 2019 telah resmi disahkan Undang-Undang Nomor 18 tentang Pondok Pesantren. Maka 

pendidikan di pondok pesantren kini sudah mendapatkan pengakuan yang jelas, dan 

memperoleh fasilitas yang sama seperti institusi-institusi pendidikan lainnya manakala 

mengikuti regulasi-regulasi yang telah ditetapkan pemerintah. 

Kehadiran Pesantren mu’adalah sebagaimana kebijakan di atas merupakan upaya 

standarisasi pendidikan pesantren. Mu’adalah merupakan kebijakan negara terhadap pesantren 

sebelum ada peraturan yang dibakukan. Berbagai regulasi yang dikeluarkan pemerintah terkait 

dengan pengakuan terhadap keberadaan lembaga pendidikan pesantren merupakan terobosan 

dan sekaligus tantangan bagi lembaga pesantren. 

Dasar Kebijakan Pesantren Mu’adalah 

Pendidikan Pondok Pesantren merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional. Hal 

ini memiliki landasan konstitusional yang dijamin oleh peraturan perundangan-undangan. 

Berikut ini adalah landasan konstitusional yang menjadi dasar kebijakan pendidikan pesantren 

muadalah. 

1.  Peraturan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2014 tentang 

Pendidikan Keagamaan Islam 

Dalam peraturan tersebut dijelaskan pada Bagian Kedua Pasal 12 bahwa 

Penyelenggaraan Pendidikan di Pesantren dapat berbentuk sebagai satuan pendidikan 

dan/atau sebagai penyelenggara pendidikan. Selanjutnya sebagai satuan pendidikan 

dijelaskan dalam Pasal 18 Ayat (1) bahwa Hasil pendidikan pesantren sebagai  satuan  

pendidikan  dapat  dihargai  sederajat  dengan  pendidikan  formal setelah lulus ujian yang 

diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi dan  ditunjuk  oleh  Direktur  

Jenderal.Di samping  sebagai  satuan  pendidikan, pesantren juga dapat menyelenggarakan 

satuan dan/atau program pendidikan lainnya. Satuan dan/atau program pendidikan lainnya 

sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (2) huruf g meliputi salah satunya adalah satuan 
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pendidikan Muadalah. 

2.  Peraturan Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2014 Tentang Satuan 

Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren 

Peraturan ini menjelaskan tentang landasan dan sistem dalam pelaksanaan 

penyelenggaraan satuan pendidikan muadalah pada podok pesantren. Dalam BAB I Pasal 1 

ayat (1) dijelaskan bahwa Satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren yang 

selanjutnya disebut satuan pendidikan muadalah adalah satuan pendidikan keagamaan Islam 

yang diselenggarakan oleh dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan 

kurikulum sesuai kekhasan pesantren dengan basis kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan 

pola pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur yang dapat disetarakan dengan 

jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan Kementerian Agama. Selanjutnya dalam 

BAB II Pasal 6 dijelaskan bahwa Satuan pendidikan muadalah terdiri atas satuan pendidikan 

muadalah setingkat pendidikan dasar yang terdiri atas setingkat MI dan MTs; dan satuan 

pendidikan muadalah setingkat pendidikan menengah yang terdiri atas setingkat MA. Dengan 

demikian jelaslah bahwa landasan konstitusional baik internaisonal mapun   nasional   

sebagaimana   disebut   di   atas   menjadi   referensi   kebijakan penyelenggaraan pendidikan 

pondok pesantren mu’adalah. 

Kurikulum Mu’adalah  

Kurikulum Mu’adalah (penyetaraan) diberlakukan pada pondok-pondok salaf 

ataupun modern dengan kreteria dan persyaratan tertentu. Kurikulum pondok pesantren salaf 

yang memperoleh Mu’adalah atau penyetaraan adalah kurikulum kitab kuning ditambah 

kurikulum pendidikan umum yang meliputi Kurikulum pendidikan umum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) (pasal 10 ayat 3 PMA no. 18 tahun 2014) memuat paling sedikit:  

a. pendidikan kewarganegaraan (al-tarbiyah al-wathaniyah); 

b. bahasa Indonesia (al-lughah al-indunisiyah); 

c. matematika (al-ri.yadhiyat); dan 

d. Ilmu pengetahuan alam (al-ulum al-thabi'iyah). 

Kurikulum muadalah ini bersifat mandiri sesuai pesantren yang mengembangkannya, 

dan ini pun tertulis dalam panca jiwa pesantren yaitu: jiwa kemandirian. Kemandirian 

kurikulum ini dalam aspek menentukan bahan ajar, sistem penilaian, dan proses pembelajaran. 

Kurikulum ini juga yang dikhususkan untuk lembaga pendidikan keagamaan Islam yang 

diselenggarakan dilingkungan pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai 

kecirikhasan pesantren dengan basis kitab kuning dengan pola pendidikan salafiyah dan 

dirasah islamiyah dengan pola pendidikan muallimin. 
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Peraturan kurikulum mu’adalah telah tertuang didalam UU Pesantren No. 18 Tahun 

2019 tentang Pesantren. Undang-Undang ini sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam 

mengakui lembaga pendidikan pesantren yang menerapkan kurikulum muadalah, setelah UU 

Pesantren diresmikan, dilanjutkan kehadiran pemerintah mengeluarkan payung hukum yang 

lebih mendalam melalui Kementrian Agama RI menetapkan Peraturan Menteri Agama (PMA) 

Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren, maka kehadiran pemerintah membantu 

kemudahan terhadap pesantren dalam penerapan kurikulum muadalah dan lulusannya pula 

akan diterima oleh instansi-instansi perguruan tinggi maupun lembaga lainnya.  

Standar kurikulum pendidikan muadalah yang tercantum PMA Nomor 31 Tahun 2020 

tentang pendidikan pesantren BAB III Pendidikan Muadalah diantaranya: kurikulum, pendidik 

dan tenaga kependidikan, penilaian dan kelulusan, sarana dan prasarana. Jika dikaitkan dengan 

Standar Pendidikan Nasional yang tercantum didalam Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Pasal 3 Tentang Standar Nasional Pendidikan yaitu dengan 

8 standar, maka pesantren muadalah hanya menerapkan 5 standar    yaitu : (1) Standar Isi; (2) 

Standar Proses; (3) Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan; (4) Standar Kompetensi 

Lulusan;  dan (5) Standar Sarana dan Prasarana. 

 Dampak globalisasi segala aspek dapat berubah. Perubahan tersebut menurut 

Zyumardi Azra berlangsung cepat, menyeluruh, mendalam dan serba tak terduga. Cepat, 

karena perubahan tersebut tak pernah dapat diikuti oleh mereka yang turut terlibat dan yang 

tak pernah terlibat. Menyeluruh, karena perubahan tersebut menyangkut hampir seluruh segi 

kehidupan. Mendalam, karena perubahan itu sampai ke detail-detail subyek yang sedang atau 

lagi berubah. Serba tak terduga, karena perubahan-perubahan itu sering tidak dapat diestimasi 

dan diramalkan secara jitu. Friedman sebagaimana yang dikutip Hasan  mengatakan bahwa 

pada era globalisasi terjadi suatu perubahan yang besar dalam pergaulan umat manusia karena 

kemajuan teknologi komunikasi, sehingga benar-benar dunia telah menjadi kampung besar (big 

village). 

Gelombang globalisasi telah membawa masalah-masalah baru bagi penyelenggaraan 

madrasah. Peluang penerapan kurikulum Mu’adalah pasca diterbitkannya Peraturan Menteri 

Agama nomor 13 dan 18 tahun 2014 yaitu: 

Pertama, kurikum Mu’adalah berbeda secara umum dengan kurikulum pada 

umumnya dimana kurikulum Mu’adalah mengakomodasi kekhasan kurikulum pesantren baik 

yang pesantren salaf maupun yang modern. Secara jelasnya apa yang di ajarkan pada pesantren 

yang tersetarakan diakui apa adanya sebagai sebuah kekhasan pesantren tersebut. Contoh: 

kurikulum yang ada di pondek pesantren Modern Gontor Ponorogo yang telah ada dan melekat 
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pada pesantren tersebut di akui tanpa merubah apapun kurikulum yang sudah berjalan selama 

berpuluh-puluh tahun selama ini. Hanya saja pemerintah mensyaratkan menambah 4 mata 

pelajaran kurikulum pendidikan umum yaitu: (1) pendidikan kewarganegaraan (al-tarbiyah al-

wathaniyah); (2) bahasa Indonesia (al-lughah al-indunisiyah); (3) matematika (al-ri.yadhiyat); 

dan (4) ilmu pengetahuan alam (al-ulum al-thabi'iyah).  

Kedua, Pesantren Mu’adalah bisa dengan kemandirianya mengembangkan kekhasan 

pondok pesantren yang tidak dimiliki oleh pendidikan pada umumnya di Indonesia. Dengan 

memiliki kekhasan kurikulum pesantren yang dikembangkanya, pesantren Mu’adalah dapat 

membentuk lulusan sesuai dengan keinginanya dan tujuan pesantren karena hal itu 

dimungkinkan pesantren Mu’adalah memiliki otoritas untuk melakukan hal tersebut tanpa 

interfensi dari pemerintah atau dari pihak manapun.  

Untuk tantangan penerapan kurikulum Mu’adalah pasca diterbitkannya eraturan 

Menteri Agama nomor 13 dan 18 tahun 2014 yaitu: Pertama, Kurikulum Mu’adalah tidak 

mengharuskan santri/murid utuk mengikuti ujian nasional sehingga secara kualitas banyak 

pihak yang mempertanyakan. Dengan tidak mengikuti ujian nasional dapat diartikan bahwa 

lulusan pesantren Mu’adalah itu belum terseleksi secara ujian formal dalam arti tidak 

menjalani tes uji kopetensi ujian nasional. Kedua, peluang masuk di perguruan tinggi terkadang 

mendapat kendala sebab lulusan pesantren Mu’adalah tidak bisa menunjukan ijasah dan hasil 

ujian nasional. Lemahnya sosialisasi program Mu’adalah menyebabkan beberapa perguruan 

tinggi tidak dapat menerima lulusan pesantren Mu’adalah. Apalagi dalam aturan masuk 

perguruan tinggi tertentu, terdapat klausul bahwa mahasiswa pendaftar harus dapat 

menunjukan ijasah dan transkrip nilai ujian nasional. 

 

KESIMPULAN 

 Penerapan Mu’adalah merupakan salah satu usaha untuk memajukan dan 

menyetarakan Pendidikan pesantren dan juga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas 

atau mutu pesantren. Setiap lembaga pendidikan, baik pendidikan formal ataupun non formal 

bertujuan untuk mengembangkan peserta didiknya kearah yang lebih baik. Salah satu caranya 

adalah dengan menerbitkan kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan pendidikan 

yang berkualitas, melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 18 tahun 2014 Tentang Satuan 

Pendidikan Mu’adalah Pada Pondok Pesantren. Mu’adalah merupakan kelompok pondok 

pesantren yang ijazahnya mendapat pengakuan kesetaraan dari pemerintah, baik dipandang 

setara dengan SD/MI, SMP/MTs ataupun SMA/MA. 
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Kurikulum Mu’adalah (penyetaraan) diberlakukan pada pondok-pondok salaf 

ataupun modern dengan kreteria dan persyaratan tertentu. Kurikulum pondok pesantren salaf 

yang memperoleh Mu’adalah atau penyetaraan adalah kurikulum kitab kuning ditambah 

kurikulum pendidikan umum yang meliputi Kurikulum pendidikan umum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) (pasal 10 ayat 3 PMA no. 18 tahun 2014) memuat paling sedikit:  a) 

pendidikan kewarganegaraan (al-tarbiyah al-wathaniyah); b) bahasa Indonesia (al-lughah al-

indunisiyah); c) matematika (al-ri.yadhiyat); dan d) Ilmu pengetahuan alam (al-ulum al-

thabi'iyah). 

Peraturan kurikulum mu’adalah telah tertuang didalam UU Pesantren No. 18 Tahun 

2019 tentang Pesantren. Standar kurikulum pendidikan muadalah yang tercantum PMA Nomor 

31 Tahun 2020 tentang pendidikan pesantren BAB III Pendidikan Muadalah diantaranya: 

kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, penilaian dan kelulusan, sarana dan prasarana. 

Jika dikaitkan dengan Standar Pendidikan Nasional yang tercantum didalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Pasal 3 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan yaitu dengan 8 standar, maka pesantren muadalah hanya menerapkan 5 standar    

yaitu : (1) Standar Isi; (2) Standar Proses; (3) Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan; (4) 

Standar Kompetensi Lulusan;  dan (5) Standar Sarana dan Prasarana. 
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